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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 138/PMK.02/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
113/PMK.02/2009 TENTANG REKENING MINYAK DAN GAS BUMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas, 
fungsi, dan organisasi dari Badan Pelaksana Minyak 
dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas) yang telah ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur kembali 
ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban 
Pemerintah khususnya pemberian biaya operasional 
untuk SKK MIGAS dan imbalan penjual minyak dan 
gas bumi terkait kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi melalui rekening minyak dan gas bumi; 

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas 
penyelesaian kewajiban pemerintah terkait kegiatan 
usaha hulu minyak dan gas bumi melalui rekening 
minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penyesuaian 
kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan 
Gas Bumi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
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dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan 
Gas Bumi; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang 
Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;  

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan 
Gas Bumi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 113/PMK.02/2009 TENTANG REKENING 
MINYAK DAN GAS BUMI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, diubah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.  Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya 

Production Sharing Nomor 600.000411 pada Bank Indonesia, yang 
selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah 
rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh 
penerimaan, dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha 
hulu migas. 

2.  Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS, 
adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang 
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